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ABSTRAK
Grasi adalah pengampunan berupa perubahan, peringanan, pengurangan, atau
penghapusan pelaksanaan pidana kepada terpidana yang diberikan oleh Presiden.
Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap,
terpidana dapat mengajukan permohonan grasi kepada Presiden. Grasi merupakan
hak prerogatif Presiden, tapi sebelum memberikan grasi Presiden meminta
pertimbangan Mahkamah Agung. Pemberian grasi tersebut mendapat kritikan dan
kecaman dari berbagai pihak. Pasalnya, Presiden memberikan grasi pada Corby yang
merupakan terpidana narkotika. Narkotika merupakan tindak pidana khusus serta
merupakan tindak pidana yang terorganisir yang biasa disebut juga kejahatan luar
biasa. Permasalahan yang dibahas adalah pengaturan grasi terkait dengna perlakuan
terhadap pelanggar kejahatan tindak pidana narkotika di Indonesia? Serta pemberian
grasi bagi terpidana narkotika tidak bertentangan dengan kebijakan pemerintah dalam
pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika?
Penulisan ini bertujuan untuk dapat mengetahui dan mendiskripsikan tentang
pengaturan grasi terkait dengan perlakuan terhadap pelanggar kejahatan tindak pidana
narkotika di Indonesia, serta untuk mengetahui, mendiskripsikan, menganalisis
tentang pemberian grasi bagi terpidana narkotika tidak bertentangan dengan
kebijakan pemerintah dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan
peredaran gelap narkotika. Dalam upaya untuk mengetahui serta menganalisa
permasalahan di atas, maka penulis menggunakan metode pendekatan yuridis
normatif yaitu dengan melihat isi suatu peraturan dalam hukum pidana diluar KUHP
yang menyangkut mengenai pengaturan tentang grasi dan narkotika, serta
menganalisa undang-undang secara konsepsional. Dengan menggunakan bahan-
bahan hukum yang ada, penulis menggunakan teknik analisa bahan hukum deskriptif
analisis.
Berdasarkan hasil penelitian, maka kemudian diperoleh hasil jawaban atas
permasalahan diatas, bahwa narkotika seharusnya tipe kejahatan yang tidak perlu
diberikan grasi. Grasi memang hak setiap narapidana yang sudah menerima putusan
pengadilan, setidaknya Presiden lebih peka untuk tidak memberikan grasi bagi
kejahatan narkotika, meskipun dalam undang-undang grasi tidak menyebutkan
rincian kejahatan apa yang harus diberikan grasi. Padahal negara Indonesia sedang
gencar-gencarnya untuk lebih fokus untuk menciptakan “Indonesia Negeri Bebas
Narkoba” dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan
peredaran gelap narkotika tahun 2011-2015, namun dengan diberikannya grasi 5
(lima) tahun terhadap Corby, Indonesia tidak akan terbebas dari jeratan narkotika
tahun 2015.
Kata kunci: Grasi, Narkotika, Pemberian Grasi, Kebijakan Pemerintah, Upaya
Pemberantasan dan Penyalahgunaan serta Peredaran Gelap Narkotika.
ABSTRACT
Pardon is the forgiveness of such a change, mitigation, reduction, or
elimination of the implementation of the convicted criminal is given by the President.
To court decisions that have permanent legal power, the convict can apply for
clemency to the President. Clemency is the prerogative of the President, but before
the Presidential clemency request consideration of the Supreme Court. The granting
clemency criticism and criticism from various parties. Because the President grant
clemency to Corby was convicted of narcotics. Narcotics is a special crimes and
organized crime that is commonly referred to as an extraordinary crime. The
problems discussed are related clemency setting dengna treatment of narcotic crime
crime offenders in Indonesia? And granting pardons to convicted narcotics not in
conflict with government policy in the prevention and eradication of drug abuse and
illicit trafficking?
This research aims to identify and describe about clemency settings related to
the treatment of narcotic crime crime offenders in Indonesia, and to investigate,
describe, analyze of granting pardons to convicted narcotics not in conflict with
government policy in the prevention and eradication of drug abuse and illicit
trafficking .
In an effort to determine and analyze the above problems, the authors use a
normative juridical approach is to view the contents of a rule in criminal law beyond
the Criminal Code concerning regarding regulation of clemency and narcotics, as
well as analyzing legislation conceptually. By using materials of existing law, the
author uses descriptive analysis technique analyzes the legal material.
Based on the research results, it is then obtained the answers to the problems
above, that narcotics is a crime that does not need to be granted clemency. Clemency
is the right of every prisoner who has received a court decision, at least the President
is more sensitive to not grant clemency for drug crimes, although the law does not
mention the details of the crime pardon what should be granted clemency. Though the
state of Indonesia being intensively for more focus to create "Indonesian Foreign
Drug Free" in efforts to prevent and eradicate abuse and illicit trafficking in 2011-
2015, but by granting clemency 5 (five) years against Corby, Indonesia will not be
free from drug entrapment in 2015.
Keywords: Pardon, Narcotics, granting clemency, government policy, and
Efforts to Fight Abuse and Illicit Narcotics.
A. Pendahuluan
Menurut Utrecht, hukum itu adalah himpunan peraturan-peraturan (perintah-
perintah dan larangan-larangan) yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan
karena itu harus ditaati oleh masyarakat.1 Hukum pidana ialah hukum yang mengatur
tentang pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap kepentingan
umum, perbuatan mana diancam dengan hukuman yang merupakan suatu penderitaan
atau siksaan.2 Hukum pidana dibagi menjadi 4, yaitu : (1) Hukum Pidana Obyektif
(Jus Punale) adalah hukum pidana positif, hukum yang mengakibatkan dijatuhkannya
suatu penderitaan atau siksaan sebagai hukuman oleh negara kepada siapa saja yang
melanggarnya; (2) Hukum Pidana Subyektif (Jus Puniendi) adalah hak negara untuk
menghukum orang yang melanggar peraturan hukum pidana obyektif; (3) Hukum
Pidana Umum adalah hukum pidana yang memuat aturan-aturan hukum pidana yang
berlaku bagi setiap orang; serta (4) Hukum Pidana Khusus adalah hukum pidana yang
memuat aturan-aturan hukum pidana yang menyimpang dari hukum pidana umum.3
Jika seseorang melakukan kejatahan maka orang tersebut akan dikenakan hukuman
sesuai dengan kejahatan yan dilakukan, hukumannya berupa pidana penjara atau
pidana kurungan/denda. Menurut P.A.F. Lamintang :4
“Pidana penjara adalah suatu pidana berupa pembatasan kebebasan bergerak
dari seorang terpidana, yang dilakukan dengan menutup orang tersebut di
dalam sebuah lembaga pemasyarakatan, dengan mewajibkan orang itu untuk
mentaatti semua peraturan tata tertib yang berlaku di dalam lembaga
pemsyarakatan, yang dikaitkan dengan sesuatu tindakan tata tertib bagi
mereka yang telah melanggar peraturan tersebut (1988: 69)”.
Pelaksanaan pidana penjara dengan sistem pemsyarakatan dengan sistem
pemsyarakatan di Indonesia saat ini mengacu kepada Undang Undang Nomor 12
Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Sistem pemasyarakatan merupakan suatu
rangkaian kesatuan penegakan hukum pidana, oleh karena itu pelaksanaannya tidak
dapat dipisahkan dari pengembangan konsepsi umum mengenai pemidanaan.5 Sistem
pemasyarakatan diselengggarakan dalam rangka membentuk warga binaan
pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki
1 Drs. C.S.T. Kansil, SH., Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Jakarta, Balai
Pustaka, 1989, Hal.38
2 Ibid., Hal.257
3 Drs. Dzulkifli Umar dan Ustman Handoyo., Kamus Hukum, Quantum Media Press, Jakarta, 2010,
Hal.187
4 Prof. Dr. Dwidja Priyatno , SH, MH, Sp.N., Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia, PT.
Refika Aditama, Bandung 2006, Hal.71
5 Ibid., Hal.103
diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh
lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup
secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.6
Perlakuan terhadap pelanggar kejahatan di Indonesia melaksanakan sistem
pemasyarakatan yang sebelumnya disebut dengan sistem kepenjaraan. Sistem
pemasyarakatan menyebut pelanggar kejahatan sebagai warga binaan
pemasyarakatan, agar tidak ada kesalahpahaman, kesenjangan dan perbedaan
pelanggar kejahatan biasa dengan kejahatan luar biasa di dalam Lembaga
Pemasyarakatan. Karena, sistem pembinaan pemasyarakatannya dilaksanakan
berdasarkan: pengayoman, persamaan perlakuan dan pelayanan, pendidikan,
pembimbingan, penghormatan harkat dan martabat manusia, kehilangan kemerdekaan
merupakan satu-satunya penderitaan, serta terjaminnya hak untuk tetap berhubungan
dengan keluarga dan orang-orang tertentu.7 Penyalahgunaan dan peredaran gelap
narkotika yang kian merebat tidak terlepas dari salah satu cirri barang tersebut yaitu
adiksi (ketagihan) yang merusak dalam pengertian penggunaan tidak utntuk
pengobatan dan secara ilegal. Sedangkan dari sisi masyarakat yang rentan dengan
masalah narkotika tertuju pada kelompok generasi muda suatu bangsa, mereka
merupakan target narkotika oleh karena itu negara di dunia ini dengan segala upaya
dan kemampuannya untuk memberantas tindak pidana narkotika yang dampaknya
merusak ekonomi, politik dan kestabilan negara.
Pemberian vonis 20 tahun kurungan penjara ini tidak lantas membuat corby
tinggal diam, corby mengajukan grasi kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono
dan pada tanggal 15 Mei 2012 Presiden mengeluarkan, Keputusan Presiden Nomor
22G Tahun 2012 yang mengabulkan permohonan grasi terpidana 20 tahun Corby.
Grasi itu berupa pemotongan pidana selama 5 tahun. Grasi ini dikritik pedas dan
disesalkan oleh masyarakat, karena tidak cukup menjelaskan penyesalan corby serta
ketidakjelasan alasan pemberian grasi tersebut.8 Pasal 14 ayat (1) UUD 1945
menyebutkan “Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan
pertimbangan Mahkamah Agung”.9 Yang artinya Presiden memiliki wewenang
memberi grasi setelah memperhatikan pertimbangan MA. Mahkamah Agung
merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman.10 Wewenang ini berasal dari hak
6 Undang Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Pasal 2
7 Ibid., Pasal 5
8 Pesan dari Kasus Corby (online), http;//satuharapan.com/editorial/editorial1/read/pesan-dari-kasus-
corby/ (14 Februari 2014)
9 Undang Undang Dasar 1945, Pasal 14 ayat (1)
10 Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 14 Tahun
1985 tentang Mahkamah Agung, Pasal 1
yang melekat pada kedudukan Presiden sebagai kepala negara yang pada umumnya
juga dimiliki oleh kepala negara di negara-negara lain. Hak ini bersifat ekslusif
sehingga disebut sebagai hak prerogatif dan oleh karena itu pula pertimbangan MA
tidak bersifat mengikat walaupun dari sisi prosedural tetap harus dilalui.11 Kepala
Biro Hukum dan Humas MA, Ridwan Mansyur mengakui bahwa sebelum Presiden
memberikan grasi kepada Corby, Presiden telah meminta pendapat MA. Hal ini
memang telah diatur dalam UU grasi dan UUD 1945. Ridwan mengungkapkan apa
yang disampaikan MA hanya sebatas pendapat yang sifatnya tidak mengikat. Ia
mengungkapkan alasan atau pendapat MA memberikan grasi kepada Corby demi
alasan kemanusiaan, karena into yang bersangkutan hukumannya menjadi 15 tahun
dari seharusnya 20 tahun. Pertimbangan lainnya, berdasarkan laporan dari Ditjen
Pemasyarakatan Kemenkumham bahwa Corby sering sakit-sakitan selama berada
dalam rumah tahanan (rutan).12
Undang-undang nomor 22 tahun 2002 tentang Grasi hanya menyebutkan dalam
Pasal 2 ayat (1) “Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuasaan
hukum tetap, terpidana dapat mengajukan permohonan grasi kepada Presiden”,
serta Pasal 3 “Permohonan grasi tidak menunda pelaksanaan putusan pemidanaan
bagi terpidana, kecuali dalam hal putusan mati”.13 Dalam UU Grasi tersebut tidak
menyebutkan dan menentukan tindak pidana kejahatan apa yang dapat atau tidak
dapat diberikan grasi, sehingga pada prinsipnya semua tindak pidana dapat diberikan
grasi. Serta UU Grasi tidak menentukan alasan-alasan yang dapat digunakan oleh
pemohon untuk mengajukan grasi ataupun alasan bagi Presiden untuk mengabulkan
permohonan itu. Awalnya, Pemerintah menyatakan alasan mengabulkan
permohonan grasi Schapelle Corby karena pertimbangan jenis narkoba yang dibawa
Corby adalah ganja dan tidak termasuk jenis pelanggaran hukum yang berat. Hal ini
diungkapkan Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsuddin14, yang
dikutip Republika Online:
“Banyak perkembangan di dunia yang melatarbelakangi keputusan itu. Di
berbagai negara di dunia, tidak menerapkan hukuman yang keras untuk
produk narkoba jenis ganja,” kata Menteri Hukum dan HAM Amir
Syamsuddin (23/5/2012).
11 Muhammad Ali Safa’at, Mengurai Polemik Grasi untuk Corby (online),
http://safaat.lecture.ub.ac.id/files/2012/06/grasi-corby.pdf (diakses pada hari Minggu 30 Maret 2014,
pukul 23.16 WIB)
12 Inilah Alasan MA Soal Grasi Corby (online), http://www.hukumonline.com/berita/baca/ (04
Maret 2014)
13 Undang Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi, Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3
14 Rahadian P. Paramita, Corby Jadi Modal Diplomasi(online), https://medium.com/beritagar-
dipantara/716d9df0f8e7 (28 Mei 2014)
Pernyataan ini jelas tak masuk akal karena Mahmakah Agung justru
menggunakan pernyataan narkoba Golongan I (ganja) sebagai salah satu alasan
menolak kasasi dan peninjauan kembali kasus ini. Keputusan Presiden untuk
memberikan grasi itu dirasa aneh karena Corby yang telah divonis 20 tahun oleh PN
Denpasar Bali pada 27 Mei 2005 telah menyelundupkan 4,2 kg ganja ke Bali lewat
Bandar Udara Ngurah Rai. Disisi lain, Presiden dan Menkum dan HAM di berbagai
kesempatan mengatakan mengetatkan pemberian remisi, khususnya terhadap tindak
pidana yang tergolong extra ordinary crime, yaitu korupsi, money laundering,
terorisme, dan narkotika. Menjadi keanehan karena di satu sisi Presiden bersama
Menkum dan HAM mengadakan pengetatan terhadap kejahatan yang tergolong
kejahatan luar biasa (karena amat memengaruhi hidup dan kehidupan umat manusia
di dunia ini) salah satunya narkoba, tetapi di sisi lain justru Presiden memberikan
grasi kepada terpidana narkoba.
Pemberian grasi oleh Susilo Bambang Yudhoyono kepada corby banyak
menimbulkan kecaman dari masyarakat termasuk Badan Narkotika Nasional (BNN).
Pasalnya, BNN yang ditugaskan menjalankan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Kebijakan dan strategi Nasional Pencegahan dan
Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba Tahun 2011-2015
mencanangkan tahun 2014 sebagai tahun penyelamatan pengguna narkoba yang
diperkirakan kian tinggi dari tahun ke tahun. Dengan demikian, tak ada alasan bagi
pemerintah untuk lemah dalam perang melawan kejahatan narkoba. Dalam Inpres
tersebut, pada intstruksi bagian kedua butur ke-4 (empat) bidang pemberantasan point
(d) “upaya penyelidikan dan penyidikan, penuntutan, dan peradilan jaringan sindikat
narkoba baik dalam maupun luar negeri secara sinergi”.15 Namun, faktanya berbeda
dengan realita di lapangan. Presiden SBY bukan saja tidak mendukung implementasi
Inpres itu, tetapi justru mempermalukan dan memperlemah fungsi serta tugas BNN
dan masyarakat dalam memberantas narkoba.16
15 INSTRUKSI PRESIDEN Nomor 12 Tahun 2011 tentang PELAKSANAAN KEBIJAKAN DAN
STRATEGI NASIONAL PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN
DAN PEREDARAN GELAP NARKOBA TAHUN 2011-2015, BAGIAN KEDUA butir ke-4 point
(d)
16 Pembebasan Corby Mempermalukan Indonesia (online),
http://nasional.kompas.com/read/2014/02/07/1220298/pembebasan.corby.mempermalukan.indonesi
a (14 Februari 2014)
Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, penulis merasa sangat tertarik untuk
membahas mengenai tentang “Urgensi Grasi Bagi Terpidana Narkotika terkait
dengan Perkembangan Perlakuan terhadap Pelanggar Kejahatan Narkotika di
Indonesia (Analisis terhadap Kasus Narkotika oleh Schapelle Leigh Corby)”,
dengan rumusan masalah sebagai berikut.
B. Perumusan Masalah
1. Bagaimana pengaturan grasi terkait dengan perlakuan terhadap pelanggar
kejahatan tindak pidana narkotika di Indonesia?
2. Apakah pemberian grasi bagi terpidana narkotika tidak bertentangan dengan
kebijakan pemerintah dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan
peredaran gelap narkotika?
C. Metode Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif, yaitu yang
dilaksanakan untuk memecahkan masalah hukum secara normatif yang pada dasarnya
bertumpu pada penelaah kritis dan mendalam terhadap norma-norma yang ada pada
dokumen-dokumen hukum yang relevan dengan permasalahan yang dikaji.
pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan masalah dengan melihat, menelaah
dan menginterpretasikan hal-hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas
hukum yang berupa konsepsi, peraturan perundang-undangan, pandangan, doktrin
hukum dan sistem hukum yang berkaitan.17 Sehingga, metode pendekatan yang
digunakan adalah : Pendekatan Perundang-undangan (statute approach) Pendekatan
undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang
bersangkut paut dengan masalah hukum yang sedang ditangani. Bagi penelitian untuk
kegiatan praktis, pendekatan ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk
mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara undang-undang satu dengan
undang-undang yang lainnya, antara undang-undang dengan UUD, antara regulasi
dengan dan undang-undang.18, Pendekatan Konsep (conceptual approach) dalam
pengertian yang relevan adalah unsur-unsur abstrak yang mewakili kelas-kelas
fenomena dalam suatu bidang studi yang kadang kala menunjuk pada hal-hal
universal yang diabstraksikan dari hal-hal yang particular.19, Pendekatan Analitis
(analytical approach) untuk mengetahui makna yang dikandung oleh istilah-istilah
yang digunakan dalam aturan perundang-undangan secara konsepsional.
17 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 1985. Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat.
Rajawali  Pers. Jakarta. Hlm:52
18 M. Syamsudin, Operasional Penelitian Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, Hal.58
19 Johnny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Bayumedia, Malang, 2010,
Hal.310
Bahan hukum primer diperoleh dengan cara mengumpulkan menginventarisasi
peraturan perundang-undangan yang berlaku dan disesuaikan dengan pokok
permasalahan yang dikaji. Bahan hukum sekunder diperoleh dengan cara melakukan
inventarisasi terhadap buku literatur, dokumen, artikel, dan berbagai bahan yang telah
diperoleh, dicatat kemudian dipelajari berdasarkan relevansi-relevansinya dengan
pokok permasalahan yang diteliti yang selanjutnya dilakukan pengkajian sebagai satu
kesatuan yang utuh. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang mendukung
bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman
dan pengertian atas bahan hukum lainnya. Bahan hukum yang dipergunakan oleh
penulis adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.
Teknik analisis bahan hukum dalam penulisan ini menggunakan Diskriptif
analytis. Bahan-bahan hukum dikategorikan, disusun secara sistematis dan dianalisis
dengan menggunakan interprestasi dengan urutan : Pertama, menganalisa bahan
hukum primer terlebih dahulu dengan menggunakan interpretation analisi
berpedoman pada kerangka teoritis yang telah dibuat oleh penulis. Kedua, Bahan-
bahan yang diperoleh dalam penelitian ini akan dianalisis dengan menggunakan
metode interprestasi sistematis, yaitu interprestasi dengan melihat kepada hubungan
diantara aturan dalam suatu undang-undang yang saling bergantungan.
D. Hasil dan Pembahasan
1. Pengaturan Grasi terkait dengan Perlakuan terhadap Pelanggar Kejahatan Tindak
Pidana Narkotika
Grasi diberikan oleh Presiden untuk mendapatkan pengampunan dan/atau untuk
menegakkan keadilan hakiki dan penegakan hak asasi manusia terhadap putusan
pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Namun, pemberian grasi
juga harus dilakukan secara tepat dalam waktu tertentu dan sesegera mungkin untuk
tercapainya kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan hak asasi manusia.Grasi
diatur dalam Undang Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi dan terdapat 17
pasal didalamnya, yang sekarang berubah menjadi Undang Undang Nomor 5 Tahun
2010 yang mengganti ketentuan dibeberapa pasalnya. Berdasarkan Pasal 14 ayat (1)
Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Presiden
memberikan grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah
Agung. Dalam undang-undang ini diatur mengenai prinsip-prinsip umum tentang
grasi serta tata cara pengajuan dan penyelesaian permohonan grasi. Ketentuan
mengenai tata cara tersebut dilakukan dengan penyederhanaan tanpa melibatkan
pertimbangan dari instansi yang berkaitan dengan sistem peradilan pidana. Untuk
mengurangi beban penyelesaian permohonan grasi dan mencegah penyalahgunaan
permohonan grasi, undang-undang ini diatur mengenai pembatasan putusan
pengadilan yang dapat diajukan grasi paling rendah 2 (dua) tahun serta ditegaskan
bahwa permohonan grasi tidak menunda pelaksanaan putusan, kecuali terhadap
putusan pidana mati.20
Undang Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi tidak memberikan batasan
waktu pengajuan permohonan grasi bagi terpidana mati, sehingga dalam
pelaksanaannya menyebabkan eksekusi atau pelaksanaan pidana mati menjadi
tertunda sampai dengan waktu yang tidak terbatas. Dalam memberikan keputusan
atas suatu permohonan grasi, Presiden perlu mempertimbangkan secara arif dan
bijaksana dalam hal-hal yang terkait dengan tindak pidana yang dilakukan secara
berulang-ulang (residif), tindak pidana kesusilaan, dan tindak pidana yang dilakukan
secara sadis dan berencana.21
Perlakuan merupakan perbuatan yang dikenakan terhadap sesuatu atau orang,
baik itu perlakuan baik maupun buruk. Perlakuan baik biasanya berhubungan dengan
kebaikan seseorang kepada orang lain, perlakuan buruk bisa terjadi ketika kita
bertindak kasar atau berpikiran jahat terhadap orang lain. Kejahatan merupakan
persoalan yang dialami manusia dari waktu ke waktu. Mengapa kejahatan terjadi dan
bagaimana memberantasnya, merupakan persoalan yang tiada hentinya
diperdebatkan. Kejahatan merupakan problema manusia. Oleh karena itu dimana ada
manusia disana pasti ada kejahatan “Crime is eternal – as eternal – as society”,
demikian tulis Frank Tannembaum.22 Tindak pidana narkotika telah bersifat
transnasional yang dilakukan dengan menggunakan modus operandi yang tinggi,
teknologi canggih, didukung oleh jaringan organisasi yang luas, dan sudah banyak
menimbulkan korban, terutama dikalangan generasi muda bangsa yang sangat
membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Upaya pemerintah
memberantas narkotika sudah tidak terhitung lagi, namun tetap saja bermunculan
kasus tindak pidana narkotika. Adanya unsur penggerak atau motivator utama dari
para pelaku kejahatan dibidang narkotika dan obat-obat terlarang ini adalah masalah
keuntungan ekonomis. Bisnis narkotika dan obat-obat terlarang tumbuh menjadi salah
satu bisnis yang paling favorit di dunia, sehingga tidak mengherankan apabila
penjualan narkotika selalu meningkat setiap tahunnya yang berbanding hampir sama
dengan pencucian uang dari bisnis narkotika.23
20 Penjelasan Undang Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi
21 Penjelasan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor
22 Tahun 2002 tantang Grasi
22 J.E. Sahetapy, Kausa Kejahatan, Pusat Studi Kriminologi Fakultas Hukum Unair, Surabaya, 1970,
Hal.1
23 AR. Sujono, SH, MH dan Bony Daniel, SH., Komentar & Pembahasan Undang Undang Nomor
35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, Hal.4
2. Pemberian Grasi Bertentangan dengan Kebijakan Pemerintah dalam Pencegahan
dan Pemberantasan Penyalahgunaan serta Peredaran Gelap Narkotika
Pada tahun 2012 Presiden mengeluarkan Keputusan Nomor 22G Tahun 2012
yang mengabulkan permohonan grasi terpidana narkotika, Schapelle Leigh Corby.
Keputusan itu melahirkan polemik terhadap pemerintahan Presiden SBY. Pemerintah
dinilai tidak peka terhadap perasaan keadilan masyarakat yang banyak diciderai oleh
peredaran penyalahgunaan narkotika, serta tidak konsisten dalam melakukan
penegakan hukum terhadap kejahatan narkotika. permasalahan dalam pemberian grasi
terhadap Corby adalah mengenai komitmen pemrintah Indonesia dalam memberikan
hukuman terhadap pelaku penyalahgunaan dan peredaran narkotika. Lobby politik
atau diplomatis yang dilakukan oleh sebuah negara untuk melindungi warga
negaranya sah-sah saja sebagaimana yang juga biasa dilakukan pemerintah Indonesia
untuk melindungi WNI yang menjadi korban kekerasan di Arab Saudi. Langkah
pemberian grasi Presiden SBY memang sangat mengejutkan. Grasi merupakan hak
prerogatif Presiden sebagaimana diatur dalam Pasal 14 UUD 1945 dan UU Nomor 22
Tahun 2002.
Pemberian ini dapat berupa peringanan, pengurangan atau penghapusan
pelaksanaan putusan. Terlepas dari kewenangan Presiden, terdapat keganjilan dalam
keputusan tersebut. Pertama, Mahkamah Agung tidak konsisten. Pemberian grasi dari
Presiden tidak terlepas dari peran serta Mahkamah Agung. Salah satu pelaku
kekuasaan kehakiman ini harus memberikan pertimbangan kepada Presiden. Dasar
pertimbangan Mahkamah Agung kemudian menjadi acuan Presiden dalam
mengabulkan permohonan grasi. Tidak konsistenannya dapat dilihat dari rentetan
sidang terdakwa Corby. Persidangan Corby pada tingkat pertama memutus 20 tahun
penjara. Corby kemudian melakukan banding dan mendapatkan pemotongan 5 tahun
penjara. Pada tingkat kasasi Mahkamah Agung justru membatalkan putusan
Pengadilan Tinggi. Tak lama upaya hukum luar biasa berupa Peninjauan Kembali
Corby kepada Mahkamah Agung juga ditolak. Sehingga menguatkan putusan
Pengadilan tingkat pertama. Atau dengan kata lain Mahkamah Agung akhirnya
bingung. Kedua, dasar pemberian grasi. Presiden sebagai pemegang hak prerogatif
dapat memberikan atau menolak grasi setelah mendapatkan pertimbangan Mahkamah
Agung. Tetapi, UU Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi tidak menjelaskan secara
rinci dasar pertimbangan tersebut. Kekosongan hukum inilah yang kemudian
digunakan pemerintah. Grasi Corby lebih cenderung didasari atas pertimbangan
politis. Suatu politik balas budi terhadap pemerintah Australia. Lewat grasi Corby,
diharapkan pemerintah Australia memperlakukan hal yang sama terhadap tahanan
WNI di sana. Sehingga grasi ini lebih terkesan “barter terpidana”. Ketiga, kesalahan
berfikir Menteri Hukum dan HAM. Amir Syamsuddin sebagai pihak yang
mengusulkan peringanan pidana telah melakukan kesalahan. Statement di media
cetak bahwa telah banyak negara memberlakukan hukuman ringan bagi pelanggaran
kepemilikan ganja. Bahkan, sudah ada negara telah mendekriminalisasinya. Tentunya
bila ini kemudian menjadi acuan Amir Syamsuddin, maka sudah bisa dipastikan
peredaran narkotika semakin merajalela.24
Di pihak lain, Kementerian Luar Negeri yang tugas utamanya justru tugas
utamanya melakukan diplomasi tak mengomentari atau mengeluarkan pernyataan.
Bahkan yang mengejutkan justru pernyataan seorang diplomat RI di Konsulat
Jenderal RI, Perth, Australia Barat. Yang mengesankan bahwa selama ini pihaknya
ataupun kantor pusatnya di Pejambon, Jakarta, tidak pernah melakukan kegiatan
diplomasi di bidang hukum. Persoalannya mulai agak terkuak setelah Menteri Luar
Negeri Australia Bob Carr buka suara. Bahwa klain petinggi di Jakarta, sebenarnya
tidak berdasar. Kepada kantor berita Associated Press sebagaimana dikutip BBC
seksi Indonesia, London, Inggris, Carr membantah kalau antara negaranya dengan
Indonesia memiliki semacam perjanjian khusus dalam kasus dengan Corby. Menurut
Menlu Australia tidak benar laporan yang menyebutkan bahwa remisi narapidana
narkotika Schapelle Corby merupakan imbalan atas pelepasan warga negara
Indonesia yang terlibat kasus penyelundupan manusia di penjara Australia. “Tapi bisa
saja pemerintah Indonesia memang memandang adanya kaitan antara kedua hal itu,”
ujar Menlu Bob Carr. Pengacara Corby sendiri mengatakan remisi lain yang diterima
sebelumnya, Corby dapat menghirup udara bebas tiga bulan mendatang.25 Bagi dunia
Internasional, pemberian grasi ini juga akan memberikan dampak negatif. Dampak
negatif tersebut berupa opini publik bahwa pemberian grasi oleh Presiden kepada
narapidana internasional menunjukan bahwa Indonesia tidak lagi memiliki komitmen
untuk memerangi narkoba sebagai musuh bersama dunia. Artinya persoaln pemberian
pemberian grasi kepada narapidana narkoba internasional itu, justru akan kontra
produktif terhadap citra Presiden  SBY serta malah mencemarkan kredibilitas
Indonesia dimata dunia internasional.
Kebijakan pemberian grasi sebaiknya juga menggunakan pertimbangan
hukum dan tidak hanya menggunakan pertimbangan politik semata, karena kejahatan
perdagangan narkoba merupakan kejahatan yang sangat serius. Dalam hal ini,
pemebraian grasi tersebut memberikan kesan bahwa penegakan hukum di Indonesia
24 Jupri, SH., Grasi Corby Lemahkan Pemberantasan Narkotika (online),
http://www.negarahukum.com/hukum/grasi-corby-lemahkan-pemberantasan-narkotika.html (26
Januari 2015)
25 Misteri Dibalik Pemberian Grasi Terpidana Corby (online),
http://nasional.inilah.com/read/detail/1866082/misteri-di-balik-pemberian-grasi-terpidana-corby (01
Februari 2015)
untuk narkoba sangat lemah. Selain itu, PBB telah mengelaurkan Konvensi tentang
Pemberantasan Narkotika dan Psikotropika tahun 1998 dan Indonesia telah
meratifikasi Konvensi tersebut melalui Undang Undang Nomor 7 Tahun 1997.
E. Penutup
1. Kesimpulan
Berdasarkan pembahasan dalam BAB IV maka dapat disimpulkan, sebagai
berikut :
1) Grasi merupakan hak prerogatif Presiden sesuai yang daitur didalam Pasal 14
ayat (1) UUD 1945. Undang Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi
tidak menjelaskan rincian tentang kejahatan atau tindak pidana apa yang harus
diberikan grasi. Undang-undang grasi hanya mengatur mengenai pembatasan
putusan pengadilan yang dapat diajukan grasi paling rendah 2 (dua) tahun
serta ditegaskan bahwa permohonan grasi tidak menunda pelaksanaan
putusan, kecuali terhadap putusan pidana mati. Undang Undang Nomor 22
Tahun 2002 tentang Grasi tidak memberikan batasan waktu pengajuan
permohonan grasi bagi terpidana mati, sehingga dalam pelaksanaannya
menyebabkan eksekusi atau pelaksanaan pidana mati menjadi tertunda sampai
dengan waktu yang tidak terbatas.
2) Presiden memberikan grasi meminta pertimbangan Mahkamah Agung, namun
juga harus melihat pada putusan Mahkamah Agung sebelumnya yang
menetapkan Corby tetap dipidana penjara 20 (Dua puluh) tahun melainkan
bukan karena Direktur Jenderal Pemasyarakatan melalui Kemenkumham
menyampaikan alasan diberikannya grasi yaitu, alasan kemanusiaan bahwa
selama berada di Lapas, Corby sering sakit-sakitan. Serta, diketahui bahwa
alasan Presiden memberikan grasi didasari adanya pertimbangan politis atau
diplomatik hukum antara negara Indonesia dan Australia untuk melakukan
“barter terpidana”
2. Saran
1) Dalam Undang Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas
Undang Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi, ditambahkan Pasal
mengenai jenis tindak pidana atau kejahatan yang diberikan grasi. Seperti
kejahatan narkotika, korupsi dan terorisme tidak usah diberikan grasi, karena
ketiga kejatan tersebut tergolong kejahatan yang harus diberantas. Presiden
juga harus lebih tegas dalam mempertimbangkan grasi, jangan hanya melihat
dari satu sisi alasan kemanusiaan. Karena, Narkotika merupakan kejahatan
yang dapat merusak generasi penerus bangsa dan negara. Setiap terpidana
mempunyai hak untuk mengajukan grasi, namun harus dengan alasan yang
relevan.
2) Presiden memberikan grasi jangan dengan alasan kemanusiaan, melainkan
melihat dari putusan Mahkamah Agung. Apalagi dengan alasan politis atau
diplomatik hukum dengan melakukan pertukaran narapidana antar negara
(Indonesia – Autralia). Memperbarui kebijakan baru selain Inpres, setidaknya
membuat Undang-undang tentang Pengetatan Pemberian Grasi yang
berhubungan dengan Penyalahgunaan Narkotika dan Peredaran Gelap
Narkotika.
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